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LANDASAN TEORI

A. Partisipasi Perempuan Dalam Pembangunan

Bahwa pada kenyataannya tujuan utama dari pembangunan yang ingin
mewujudkan kesejahteraaan masyarakat masih jauh dari harapan, karena
dalam perkembangannya pembangunan dilaksanakan dan direncanakan tanpa
mempertimbangkan masalah gender. Hal ini menunjukkan bahwa program
perencanaan pembangunan seharusnya ditinjau dari berbagai macam aspek
kehidupan. karena disini tampak bahwa ternyata tak hanya aspek ekonomi dan
politik saja yang berperan dominan terhadap pembangunan, melainkan juga
aspek sosial kemasyarakatannya. WID (Women In Development) sebagai
salah satu strategi yang diharapkan dapat menjawab persoalan tersebut, pada
kenyataannya hanya menyentuh sisi praktis pemenuhan kebutuhan perempuan
saja.

WID (Perempuan Dalam Pembangunan) menjadi pembagian
diskursus pembangunan, dan merupakan pendekatan dominan bagi
pemecahan persoalan perempuan Dunia Ketiga. Gagasan WID dianggap satu-
satunya jalan guna memperbaiki status dan nasib berjuta-juta perempuan di
Negara dunia ketiga. Namun setelah kurang lebih sepuluh tahun berjalan,

banyak orang mulai menyangsikannya dan mengajukan kritik mendasar
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terhadap konsep WID. Kritik ini dipelopori oleh berbagai aliran feminisme.
WID dianggap bagian dari agenda Dunia Pertama untuk mendominasi Dunia
Ketiga. Konsep WID sendiri dianggap membawa bias feminis liberal, kelas
menengah kulit putih, yang dianggap tidak memiliki kepentingan pembebasan
kaum perempuan.

Pada 1974, ketika suatu konferensi tentang pengintegrasian perempuan
ke dalam ekonomi nasional diselenggarakan di Weseley College, dan biro
WID mulai dibuka di USAID, saat itulah disiplin ilmu baru tercipta. Sebagian
literatur mereka sangat praktis, memusatkan perhatian kepada isu-isu yang
langsung berkenaan dengan bagaimana mendorong partisipasi perempuan
dalam program pembangunan. Sebagian lainnya merupakan orientasi
kebijakan, yang melakukan analisis atas program pembangunan masa lalu
yang cenderung memiskinkan perempuan, sampai mencari program apa,
struktur kelembagaan yang bagaimana, dan berapa banyak sumberdaya yang
harus disediakan untuk tujuan itu. Agenda utama program WID adalah
bagaimana melibatkan kaum perempuan dalam kegiatan pembangunan.
Asumsinya, penyebab keterbelakangan perempuan adalah karena mereka
tidak berpartisipasi dalam pembangunan.!

Pelaksanaan partisipasi dapat tergambar dalam tangga partisipasi.

Praktik partisipasi sebagai hak politik memerlukan keterlibatan langsung dari

! Happy Budi Febriasih, Chalida Maulina, M. Miftah Wahyudi, dkk, Gender Dan Demokrasi,
(Malang: Program Sekolah Demokrasi PLaCID’s, 2008), 33-34.
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warga dalam pembuatan kebijakan publik sehingga terjalin sinergi antara

warga, pemerintah dan masyarakat dalam membangun kepercayaan publik.

Shery Arstein (Siti Irene, A.D., 2011:64) menjelaskan peran serta atau

partisipasi masyarakat dalam tangga partisipasi sebagai berikut:

Tabel 1. Tangga Partisipasi

Klasifikasi

Uraian

Tingkatan

1. Citizen Power

Pada tahap ini sudah
terjadi pembagian hak,
tanggung jawab, dan
wewenang antara
masyarakat dengan
pemerintah dalam
pengambilan keputusan.

Kontrol masyarakat
(citizen control)
Pelimpahan kekuasaan
(delegated control)
Kemitraan
(partnership.)

2. Tokenisme

Hanya sekadar formalitas
yang memungkinkan
masyarakat mendengar.
dan memiliki hak untuk
memberikan suara, tetapi
pendapat mereka belum
menjadi bahan dalam
pengambilan keputusan.

Penentraman
(placation)
Konsultasi.
(consultation)
Informasi
(information.)

3. Non Participation

Masyarakat hanya
dijadikan objek.

Terapi
(therapy)
Manipulasi
(manipulation).

Ukuran partisipasi perempuan dalam pembangunan dapat dilihat dari:

a. Pelaku/ pelaksana.

Perempuan tidak lagi sebagai obyek tetapi subyek pembangunan.

Misalnya perempuan merupakan pelaku atau pelaksana pembangunan.

b. Pengendali
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Perempuan terlibat langsung terhadap pengendalian dari pelaksanaan
kegiatan pembangunan.
c. Pengambil keputusan
Dalam proses pembangunan, partisipasi perempuan langsung terlibat
dalam pengambilan keputusan suatu kegiatan pembangunan. Misalnya :
sebagai ketua pelaksana kegiatan pembangunan.
d. Penasehat.
Partisipasi perempuan dalam pembangunan tidak hanya terbatas pada
pelaku, pengendali dan pengambilan keputusan saja tetapi lebih tinggi lagi
sebagai penasehat dalam proses pembangunan.
e. Penerima manfaat pembangunan
Hasil pembangunan juga harus bisa dinikmati oleh perempuan, hal ini
memberi indikasi bahwa pembangunan yang direncanakan sudah
mempertimbangkan perempuan sebagai penerima manfaat pembangunan.
B. Posisi Perempuan Dalam Pembangunan
Sulit dipercaya memang jika dikatakan bahwa, ada pembangunan akan
tetapi kemiskinan, pengangguran, ketimpangan masih substansial. Dalam teori
“human capital” dinyatakan bahwa, ada hubungan erat antara pembangunan
manusia, demokrasi dan pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, Bhalla dengan
perspektif lain menyatakan bahwa, ketika demokrasi berjalan dengan baik,
pertumbuhan ekonomi akan berjalan dengan cepat dan akan menetes kepada

pembangunan manusia. Bhalla dalam teori ini mengimplikasikan “trickle
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down efect”™ terhadap pembangunan. Berangkat dari asumsi dan teori
tersebut, dapat dikatakan bahwa dalam kehidupan suatu masyarakat yang
demokratis antara perempuan dan laki-laki mempunyai hak dan kewajiban
yang sama dan saling mengisi satu dengan yang lainnya, sehinnga
pertumbuhan ekonomi juga menjadi dinamis.?

Posisi  perempuan dalam pembangunan memang seharusnya
ditempatkan sebagai partisipan atau subjek pembangunan bukan sebagai objek
sebagaimana yang terjadi selama ini. Realitas menunjukan bahwa posisi
perempuan masih sebagai objek pembangunan, karena dipengaruhi oleh
beberapa faktor, antara lain: pertama, masih kuatnya faktor sosial dan budaya
patriarki yang menempatkan laki-laki dan perempuan pada posisi yang
berbeda. kedua, masih banyak perundang-undangan, kebijakan dan program
pembangunan yang belum peka gender. ketiga, kurang adanya sosialisasi
ketentuan hukum yang menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan
secara menyeluruh. keempat, belum adanya kesadaran gender di kalangan
para perencana dan pengambil keputusan. kelima, belum lengkapnya data
pilah yang memaparkan posisi perempuan dan laki-laki secara jelas dalam
bidang pembangunan di semua departemen. keenam, belum maksimalnya
kesadaran, kemauan dan konsistensi perempuan itu sendiri. Dan ketujuh,

kurangnya pengetahuan perempuan terhadap tujuan dan arah pembangunan,

2 Tilaar, HAR. Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam Era Globalisasi: Visi, Misi, dan
Program Aksi Pendidikan dan Pelatihan Menuju 2020. (Jakarta: Gramedia, 1997). 23.
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sehingga perempuan kurang respon, masa bodoh atau menolak secara tidak
langsung dari program-program pembangunan.

Usaha-usaha pembangunan selain menciptakan pertumbuhan yang
setinggi-tingginya, harus pula menghapus atau mengurangi tingkat
kemiskinan, ketimpangan pendapatan, dan tingkat pengangguran. Kesempatan
untuk memperoleh pekerjaan yang sama bagi semua penduduk baik laki-laki
maupun perempuan akan menambah pendapatan untuk memenuhi kebutuhan
hidupnya.> Oleh karena itu, dengan pembangunan diharapkan bisa
mengurangi berbagai permasalahan sebagaimana di atas. Hal tersebut sejalan
dengan paradigma pembangunan modern yang menyoroti bahwa
pembangunan harus dilihat sebagai suatu proses yang multi dimensional.*
Dengan demikian, diperlukan responsif gender untuk memberikan perhatian
yang konsisten dan sistematis terhadap perbedaan-perbedaan antara
perempuan dan laki-laki dalam masyarakat yang ditujukan untuk kesetaraan
dan keadilan sehingga keterlibatan (involved) antara keduanya menjadi
proporsional dalam setiap proses pembangunan.

Dalam buku Engendering Development yang diterbitkan World Bank
menyebutkan bahwa, kesetaraan gender merupakan persoalan pokok
pembangunan yang akan memperkuat kemampuan negara untuk berkembang,

mengurangi kemiskinan dan menjalankan pemerintahan secara efektif. Oleh

3 Todaro, M.P. Pembangunan Ekonomi Di Dunia Ketiga, (Jakarta: Erllangga, 2000). 43.
# M. Kuncoro, Otonomi dan Pembangunan Daerah: Reformasi, Perencanaan, Strategi dan
Peluang, (Jakarta: Erlangg, 2004), 64.
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karena itu, pemerintah hendaknya memperhatikan masalah yang berkaitan
dengan kesetaraan gender dengan mengambil langkah-langkah sebagai
berikut: pertama, meningkatkan kedudukan dan peranan perempuan dalam
kehidupan berbangsa dan bernegara melalui kebijakan nasional yang diemban
oleh lembaga yang mampu memperjuangkan terwujudnya kesetaraan gender.
Kedua, meningkatkan kualitas peran dan kemandirian organisasi perempuan
dengan tetap mempertahankan nilai persatuan dan kesatuan serta nilai historis
perjuangan kaum perempuan, dalam meningkatkan usaha pemberdayaan
perempuan serta kesejahteraan masyarakat.
C. Pendekatan Perempuan Dalam Pembangunan

Dalam konteks pendekatan yang pernah dipakai untuk meretas
masalah terkait dengan posisi perempuan dalam pembangunan, menunjukkan
dimana posisi perempuan. Pendekatan-pendekataan tersebut, yaitu: WID
(Women In Development), WAD (Women And Development), dan GAD
(Gender And Development).®

WID (Women In Development), adalah suatu program peningkatan
peranan perempuan Yyang menitikberatkan pada upaya mengejar
ketertinggalan perempuan. Sehingga, perempuan mendapat kesempatan
berpartisipasi yang sama dengan laki-laki dalam pendidikan, pekerjaan dan

aspek kehidupan masyarakat yang lainnya. Konsep ini didasarkan pada

> Sofiani, Membuka Ruang, 65.



33

paradigma modernisasi, yang difokuskan pada inisiatif pengembangan
teknologi, dengan maksud meringankan beban kerja perempuan (Yulia Cleves
Mosse, 2007: 205). Dari berbagai peninjauan terhadap konsep WID, teryata
paradigma modernisasi yang diusung dari konsep ini, justru semakin
memarginalkan kaum perempuan.

WAD (Women And Development). Pendekatan ini berasumsi bahwa
posisi perempuan akan menjadi lebih baik selama struktur internasional
menjadi lebih adil. Konsep ini merupakan koreksi terhadap sistem
perekonomian internasional, perubahan struktur internasional, dan
pengurangan ketergantungan negara ketiga. Pendekatan ini cenderung kurang
mengindahkan sifat penindasan gender khususnya perempuan. Posisi
perempuan dilihat sebagai bagian dari struktur internasional dan ketidakadilan
kelas, ketimbang sebagai akibat dari idiologi dan struktur patriarkhi.
Pendekatan ini cenderung dilakukan dengan menitikberatkan pada kegiatan
yang mendatangkan pendapatan perempuan dan kurang mengindahkan tenaga
perempuan yang di sumbangkan dalam mempertahankan keluarga dan rumah
tangga.

GAD (Gender And Development), Pendekatan ini dilakukan dengan
cara melihat perempuan sebagai subyek pembangunan, agen perubahan
dengan menitikberatkan pada pola hubungan yang setara perempuan dan laki-
laki. Pendekatan ini, lebih bersifat bottom up, sehingga pengalaman dan

pemahaman yang berasal dari perempuan menjadi entry point dari proses
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pembangunan. Kemitrasejajaran perempuan dan laki-laki dalam wujud
persamaan hak, kedudukan, kemampuan, peranan, kesempatan yang sama
dalam pembangunan di segala bidang kehidupan menjadi modal utama adanya
kesetaraan gender, sehingga baik jenis maupun imbalan kerja akan diberikan
kepada laki-laki maupun perempuan secara proporsional. Hal ini sejalan
dengan Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam sidangnya tanggal
18 Desember 1979 yang telah menyetujui tentang konvensi mengenai
penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan (Convention on
the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women).
. Kebijakan Responsif Gender Dalam Pembangunan

Kebijakan Pemerintah mengenai penerapan pengarusutamaan gender
dalam Pembangunan Nasional, berawal dari kesadaran adanya ideologi gender
dan pergeseran paradigma untuk menyusun perubahan struktural relasi
gender, maka GAD menjadi strategi dan pendekatan dalam Pembangunan
Nasional. Melalui Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 dimulailah
pengarusutamaan gender/ PUG (gender mainstreaming) (Ministry of Women'’s
Empowerment Republic of Indonesia, 2002), yang merupakan: “pendekatan
untuk mengembangkan kebijakan yang mengintegrasikan pengalaman dan
masalah perempuan maupun laki-laki ke dalam proses perencanaan,

pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan dan program dalam bidang
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politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum, pertahanan keamanan dan
kemasyarakatan”.

Penerapan pengarusutamaan gender dalam Pembangunan Nasional
merekomendasikan agar dapat mengupayakan peningkatan anggaran
pemberdayaan perempuan secara bertahap sampai mencapai jumlah minimum
5 (lima) persen dari total APBN. Misalnya dalam, Peraturan Presiden
Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2004-2009, yang memuat
agenda mewujudkan Indonesia yang adil dan demokratis, disusun 5 (lima)
sasaran pokok dengan prioritas dan arah kebijakan. Adapun sasaran kedua
adalah terjaminnya keadilan gender bagi peningkatan peran perempuan dalam
berbagai bidang pembangunan yang tercermin dalam berbagai perundangan,
program pembangunan dan kebijakan publik, membaiknya angka GDI
(Gender Related Development Index) dan angka GEM (Gender Empowerment
Measurement), dan menurunnya tindak kekerasan terhadap perempuan dan
anak, serta meningkatnya kesejahteraan dan perlindungan anak.

Sejalan dengan paradigma otonomi daerah, maka Keputusan Menteri
Dalam Negeri No. 132 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan

Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah, Pemerintah Daerah

bersama DPRD baik pada tingkat Propinsi dan Kabupaten/Kota diharapkan

® Gadis, Arivia, dan Adriana Venny, “Menggalang Perubahan: Perlunya Perspektif Gender
dalam Otonomi Daerah”, (Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan, 2004).
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dapat bersikap proaktif dalam mengambil prakarsa agar kebijakan
pembangunan daerah betul-betul mempertimbangkan laki-laki maupun
perempuan untuk mendapatkan akses, kontrol, partisipasi serta manfaat dari
seluruh investasi pembangunan di masing-masing daerah. Kondisi dinamis
dimana laki-laki dan perempuan memiliki keseimbangan peran, hak, tanggung
jawab, kesempatan, posisi yang sama dalam keluarga, masyarakat dan
pembangunan agar memberikan pengaruh nyata bagi terlaksananya
pembangunan yang berkelanjutan (sustainable development). Dimana, Visi
Pembangunan Pemberdayaan Perempuan yaitu “Terwujudnya kesetaraan dan
keadilan gender dan kesejahteraan dan perlindungan anak dalam kehidupan
keluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Hal ini akan berdampak positif guna meningkatkan kualitas
pelaksanaan pembangunan, terlebih utama yang berkaitan dengan
pemberdayaan perempuan dan pengarusutamaan gender. Sehingga diharapkan
dapat memiliki replikasi tinggi bukan hanya berdampak pada pembangunan
keluarga yang berkualitas, tetapi juga meningkatkan peran perempuan dalam
pengambilan keputusan.

. Feminisme dan Pemberdayaan Perempuan

Pemberdayaan perempuan adalah gerkan yang dimaksud untuk
memberi kemungkinan menjadi yang terbaik untuk perempuan, karena adanya
potensi diri yang memungkinkan hal tersebut dapat terjadi. Gerakan ini

muncul disebabkan oleh ketidakberdayaan (powerless) kaum perempuan
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dalam menghadapi rekayasa sosial. Perempuan banyak yang menjadi korban
sosial dan peralihan industri dalam pembangunan. Dalam hal ini gerakan yang
dilakukan oleh kaum perempuan agar mendapat prioritas sebagai pengelola
maupun penerima manfaat program, serta memiliki kesempatan yang sama
dalam proses pengambilan keputusan pembangunan.’

Gerakan seperti ini bisa juga disebut sebagai gerakan feminisme yaitu
kesadaran akan posisi perempuan yang rendah dalam masyarakat, dan
keinginan untuk memperbaiki atau mengubah keadaan tersebut. Sedangkan
Feminisme berasal dari kata latin femina yang berarti memiliki sifat
keperempuanan. Feminisme diawali oleh persepsi tentang ketimpangan posisi
perempuan dibandingkan laki-laki dimasyarakat. Akibat persepsi ini, timbul
berbagai upaya untuk mengkaji penyebab ketimpangan tersebut untuk
mengeleminasi dan menemukan formula penyetaraan hak permpuan dan laki-
laki dalam segala bidang, sesuai dengan potensi mereka sebagai manusia
(human being). Operasionalisasi upaya pembebasan diri kaum perempuan
dari berbagai ketimpangan perlakuan dalam segala aspek kehidupan disebut
gerakan feminis.

Pada abad ke-19, gerakan feminis mulai diwarnai oleh berbagai hasil
studi perempuan perspektif gender atau studi gender atau studi tentang peran

perempuan dalam pembangunan berwawasan gender atau berwawasan

7 Abd. Basyid, Pemberdayan Masyarakat: Pembangunan Yang Berakar Pada Masyarakat.

58-59.
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kemitrasejajaran. Sebagai suatu gerakan, titik tolak pembahasan feminisme
harus mengacu pada definisi operasioal dan bukan dari definisi ideologis.
Dengan demikian, feminisme hendaknya dilihat sebagai suatu seruan beraksi
atau suatu gerakan dan bukan sebagai fanatisme keyakinan. Feminisme
sebagai suatu “gerakan” memiliki tujuan sebagai berikut:

a. Mencari cara penataan ulang mengenai nilai-nilai di dunia dengan
mengikuti kesamaan gender dalam konteks hubungan kemitraan
universal dengan sesama manusia.

b. Menolak setiap perbedaan antar manusia yang dibuat atas dasar
jenis kelamin.

c. Menghapuskan hak-hak istimewa ataupun pembatasan-pembatasan
tertentu atas dasar jenis kelamin.

d. Berjuang untuk membentuk pengakuan kemanusiaan Yyang
menyeluruh tentang laki-laki dan perempuan sebagai dasar hukum
dan peraturan tentang manusia dan kemanusiaan.

Dengan demikian, inti gerakan feminisme lebih merupakan suatu kesadaran
yang penuh dari perempuan mengenai ketidaklayakan dan distorsi (bias)
ideologi yang diciptakan oeh kaum laki-laki. Berdasarkan hal ini, kaum
perempuan mulai memikirkan cara bertindak dan tindakan konkret yang perlu

dilakukan terhadap pengabaian potensi perempuan sebagai manusia.®

8 Dadang S Anshori, Membincangkan Feminisme, (Bandung: Pustaka Hidayah, 1997), 19-21.
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F. Feminisasi Kemiskinan

Menurut Moghadam, ‘“feminisasi kemiskinan adalah pertumbuhan
populasi perempuan yang hidup di bawah garis kemiskinan secara bersama”.
Feminisasi kemiskinan juga mengandung arti suatu perubahan tingkat
kemiskinan yang menyerang perempuan atau kepala rumah tangga
perempuan. Sedangkan menurut Chant, menambahkan bahwa “feminisasi
kemiskinan tidak hanya konsekuensi dari kurangnya pendapatan, tetapi juga
hasil dari perampasan kemampuan dan bias gender yang hadir dalam
masyarakat dan pemerintah, serta juga akibat meningkatnya insiden “ibu”
sebagai kepala rumah tangga tunggal”.

Perempuan mengalokasikan sebagian besar penghasilannya untuk
memenuhi kebutuhan gizi keluarga dan lebih mementingkan kebutuhan dasar
keluarganya dibandingkan dengan laki-laki. Dengan demikian, semakin besar
penghasilan perempuan, semakin kecil kemungkinan anak-anak menderita
kekurangan gizi. Dengan kata lain apabila berhasil untuk menanggulangi
kemiskinan perempuan maka akan memiliki dampak ganda dan lebih besar
(multiplier effect).®

Pengalaman perempuan dan laki-laki berbeda dalam kesenjangan dan
ketidakberdayaan yang menyebabkan seseorang masuk dalam lingkaran

kemiskinan. Sciences, ada 3 akar utama mengapa kemiskinan berwajah

® Pedoman Umum, Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan, Pemerintah Provinsi Jawa
Timur, 6-7.
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perempuan. Proses pemiskinan dimulai dari 3 aspek yang terkait dengan
perempuan, yaitu ketika ia berada dalam ruang privat keluarga, adanya nilai
tentang pembagian kerja secara seksual, dan globalisasi.'® Kemiskinan
memiliki wajah perempuan, ini merupakan kesimpulan dalam banyak literatur
pembangunan yang melihat bagaimana perempuan tidak terwakili secara
proporsional di antara kelompok miskin dan tak punya kekuasaan di dunia.'!
Pada periode 1970-an, Diana Pearce pernah mengajukan konsep
tentang feminisasi kemiskinan dalam tulisannya berjudul “The Feminization
of Poverty: Women, Work and Welfare”. Feminisasi kemiskinan merujuk pada
adanya kenyataan sebagian besar warga miskin berjenis kelamin perempuan.
Dalam pandangan Diana, salah satu faktor utama kemiskinan yang menimpa
kaum perempuan adalah karena terpisahnya mereka dari suami atau
pasangannya, entah karena faktor kematian, tetapi yang seringkali terjadi
adalah karena sebab perceraian. Ada dua dampak yang mungkin muncul
dengan faktor ini. Di satu sisi, perempuan tersebut mendapat ‘“kebebasan”
untuk memilih lapangan kerja. Tetapi di sisi lain, kemungkinan terbesar
adalah terjadinya pemiskinan (pauperization) dan ketergantungan dalam
memperoleh kesejahteraan. Persoalan kemiskinan yang dihadapi perempuan
sejatinya tidak sama dengan laki-laki. Dalam konteks tersebut, Diana Pearce

mengeksplorasi dua aspek yakni adanya perbedaan dalam sumber pendapatan

10 Jurnal Perempuan, *Mengurai Kemiskinan: Di mana Perempuan?”’, N0.42, Tahun 2005.
11 Julia Cleves Mosse, Gender dan Pembangunan, (Yogyakarta: Rifka Annisa Women’s
Crisis Center, 2003), 150.
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yang mungkin menjadi penyebab kemiskinan perempuan dan sistem jaminan
kesejahteraan terutama bagi perempuan miskin.?

Tidak mengherankan pula jika Fukuda Parr menyerukan bahwa
perempuan lebih miskin daripada laki-laki. Dengan kata lain, kemiskinan
diyakini memiliki dimensi perempuan. Di banyak masyarakat di dunia,
perempuan memang menghadapi keterbatasan pilihan dan kesempatan
dibanding laki-laki yang pada akhirnya menyebabkan keterbatasan dalam
keterlibatan proses pembuatan kebijakan publik, akses dalam pekerjaan
bahkan dalam menjalani kehidupan secara kreatif.*® Paling tidak ada dua
madzhab pemikiran dalam wacana feminisasi kemiskinan dalam Thibos,
Loucks dan Martin (2007) dan Pressman (2003). Pertama, adanya perubahan
struktur dalam keluarga dimana perempuan menjadi kepala keluarga. Kedua,
perubahan struktur dalam aktivitas ekonomi telah menyebabkan pergeseran
kelompok perempuan ke dalam beberapa jenis pekerjaan khusus, adanya upah
rendah serta rendahnya kesempatan kerja.

Selain itu, kemiskinan yang terjadi pada kaum perempuan juga rentan
berdampak pada kemiskinan terhadap anak-anak. Ini terutama untuk kasus
perempuan yang menjadi kepala rumah tangga. Hal ini sangat masuk akal

mengingat keterbatasan perempuan dalam memenuhi kebutuhan standar hidup

12 Diana,Pearce, “The Feminization of Poverty: Women, Work, and Welfare,” The Urban and
Social Change Review, Special Issue on Women and Work, Vol. 11 Numbers 1 and 2, 1978.
13 Fukuda Parr, Sakiko, “What Does Feminization of Poverty Mean? It Isn’t Just Lack of
Income,” Feminist Economics, 1999. 99-103.
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keluarganya terutama anak-anaknya. Karena itu, cakupan wacana feminisasi
kemiskinan sebetulnya tidak hanya mengenai perempuan tetapi juga terhadap
keluarga khususnya anak-anak. Tidak adanya kemampuan untuk menjaga
anak-anak dari ancaman kemiskinan pada akhirnya akan menyebabkan
“kemiskinan warisan” yakni suatu kondisi dimana anak-anak tidak memiliki
kondisi hidup yang layak karena disebabkan oleh kondisi orang tuanya yang
hidup di bawah standar kelayakan.

Dalam konteks kemiskinan berwajah perempuan tersebut, penting
ditekankan bahwa penyebab kemiskinan tidak semata-mata hanya persoalan
minimnya pendapatan karena bisa mengaburkan persoalan mendasar dari
kemiskinan yang dialami perempuan. Lebih dari itu, perlu dipertegas dengan
cara pandang human poverty atau kemiskinan kemanusiaan yang melihat
penyebab kemiskinan secara multidimensi. Dalam perspektif kemiskinan
kemanusiaan, penyebab kemiskinan ditengarai oleh minimnya kesempatan
dan pilihan terhadap kebutuhan dasar hidup, misalnya kesempatan untuk
hidup sehat, menikmati standar hidup yang layak, adanya rasa percaya diri,
memiliki kehormatan dan memperoleh rasa hormat dari orang lain hingga
keterbatasan untuk terlibat dalam proses pengambilan kebijakan terutama

yang menyangkut kehidupan perempuan miskin.'*

14 M. Zainal Anwar, Organisasi Perempuan Dan Pembangunan Kesejahteraan, Yogyakarta:
Volume 8, No. 1, (Oktober 2013).



